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PERATURAN BADAN GIZI NASIONAL REPUBLIK INDONESIA 

NOMOR 3 TAHUN 2026 

TENTANG 

PEMBERIAN BANTUAN HUKUM DI LINGKUNGAN BADAN GIZI NASIONAL 

 
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

 
KEPALA BADAN GIZI NASIONAL REPUBLIK INDONESIA, 

 
 

Menimbang : a. bahwa untuk memberikan pelindungan hukum bagi 

pimpinan, pegawai, dan unit kerja di lingkungan 
Badan Gizi Nasional dalam pelaksanaan tugas dan 

fungsinya, perlu mengatur mengenai pemberian 
bantuan hukum di lingkungan  Badan Gizi Nasional;  

  b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana 

dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan 
Badan Gizi Nasional tentang Pemberian Bantuan 
Hukum di Lingkungan Badan Gizi Nasional; 

 
Mengingat : 1. Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2024 tentang 

Badan Gizi Nasional (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2024 Nomor 173);  

  2. Peraturan Badan Gizi Nasional Nomor 1 Tahun 2024 

tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Gizi Nasional 
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 

625); 
3. Peraturan Badan Gizi Nasional Nomor 2 Tahun 2024 

tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Pelayanan 

Pemenuhan Gizi (Berita Negara Republik Indonesia 
Tahun 2024 Nomor 626); 

   

MEMUTUSKAN: 
   

Menetapkan : PERATURAN BADAN GIZI NASIONAL TENTANG 
PEMBERIAN BANTUAN HUKUM DI LINGKUNGAN BADAN 
GIZI NASIONAL. 

 
BAB I 

KETENTUAN UMUM 
 

Pasal 1 

Dalam Peraturan Badan ini yang dimaksud dengan: 
1. Pemberian Bantuan Hukum adalah layanan hukum 

yang diberikan oleh pemberi bantuan hukum kepada 

penerima bantuan hukum dalam rangka penanganan 
permasalahan hukum di lingkungan Badan Gizi 

Nasional. 
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2. Permasalahan Hukum adalah setiap keadaan, 
peristiwa, tindakan, dan/atau kelalaian yang timbul 

sebagai akibat dari pelaksanaan tugas dan fungsi 
Badan Gizi Nasional yang penyelesaiannya dilakukan 
secara nonlitigasi dan/atau litigasi. 

3. Pimpinan adalah Dewan Pengarah, Kepala, dan Wakil 
Kepala di Lingkungan Badan Gizi Nasional. 

4. Pegawai adalah Pegawai Aparatur Sipil Negara dan 
pegawai lainnya yang berdasarkan keputusan pejabat 
yang berwenang diangkat dalam suatu jabatan dan 

bekerja secara penuh pada satuan organisasi di 
lingkungan Badan Gizi Nasional.  

5. Pegawai Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya 

disebut Pegawai ASN adalah pegawai negeri sipil dan 
pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang 

diangkat oleh pejabat pembina kepegawaian dan 
diserahi tugas dalam suatu jabatan pemerintahan atau 
diserahi tugas negara lainnya dan diberikan 

penghasilan berdasarkan peraturan perundang-
undangan. 

6. Badan Gizi Nasional yang selanjutnya disingkat BGN 

adalah lembaga pemerintah yang dibentuk oleh 
Presiden untuk melaksanakan tugas pemenuhan gizi 

nasional. 
7. Kepala Badan Gizi Nasional yang selanjutnya disebut 

Kepala adalah unsur Pimpinan BGN yang bertanggung 

jawab atas pelaksanaan tugas dan fungsi BGN. 
8. Biro Hukum dan Humas yang selanjutnya disebut Biro 

adalah unit kerja yang mempunyai tugas 
melaksanakan fasilitasi pemberian bantuan hukum. 

 

BAB II 
PEMBERI BANTUAN HUKUM DAN  

PENERIMA BANTUAN HUKUM  

 
Bagian Kesatu 

Pemberi Bantuan Hukum 
 

Pasal 2 

(1) Pemberian Bantuan Hukum di lingkungan BGN 
dilaksanakan oleh Biro.  

(2) Pemberian Bantuan Hukum sebagaimana dimaksud 
pada ayat (1) meliputi:  
a. bantuan hukum nonlitigasi; dan 

b. bantuan hukum litigasi. 
 

Pasal 3  

(1) Dalam melaksanakan Pemberian Bantuan Hukum 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dibentuk tim 

pelaksana bantuan hukum. 
(2) Susunan keanggotaan tim pelaksana bantuan hukum 

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit 

terdiri atas: 
a. pejabat Pimpinan tinggi madya yang mempunyai 

tugas menyelenggarakan koordinasi pelaksanaan 
tugas, pembinaan, dan pemberian dukungan 
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administrasi kepada seluruh unsur organisasi di 
lingkungan BGN, selaku pengarah; 

b. Kepala Biro selaku penanggungjawab;   
c. Pegawai pada Biro, selaku ketua dan anggota; dan  
d. Pegawai pada unit kerja lain di lingkungan BGN 

selaku anggota. 
(3) Tim pelaksana bantuan hukum sebagaimana 

dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas:   
a. melaksanakan Pemberian Bantuan Hukum; 
b. melakukan verifikasi dan penelaahan atas 

permohonan bantuan hukum; 
c. menyusun strategi penanganan Permasalahan 

Hukum; 

d. memberikan konsultasi, pendapat, dan/atau 
pertimbangan hukum; 

e. mendampingi penerima bantuan hukum dalam 
proses penyelesaian perkara sesuai dengan 
ketentuan peraturan perundang-undangan; 

f. melakukan mediasi atau fasilitasi penyelesaian 
sengketa di luar pengadilan; 

g. menyusun laporan pelaksanaan bantuan hukum 

kepada Kepala melalui pejabat Pimpinan tinggi 
madya selaku pengarah; dan 

h. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh 
Kepala. 

(4) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan 

dengan Keputusan Kepala.  
 

Pasal 4 
Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam 
Pasal 3, tim pelaksana bantuan hukum memiliki hak dan 

kewajiban: 
a. memperoleh informasi terkait data dan dokumen untuk 

kepentingan penanganan perkara dari penerima 

bantuan hukum; 
b. mendapatkan keterangan yang sebenar-benarnya dan 

selengkap-lengkapnya terkait Permasalahan Hukum 
yang dihadapi oleh penerima bantuan hukum; 

c. menerima salinan dokumen yang relevan sesuai 

dengan aslinya dalam proses klarifikasi atau 
pembuktian; 

d. menjalankan bantuan hukum sesuai dengan 
ketentuan peraturan perundang-undangan; 

e. memberikan informasi dan bantuan hukum yang 

mudah diakses; 
f. tidak melakukan perbuatan yang mengurangi 

integritas pemberian bantuan hukum; dan 

g. menyelesaikan pengaduan terhadap bantuan hukum 
yang dilakukan oleh pemberi bantuan hukum. 

 
Bagian Kedua 

Penerima Bantuan Hukum 

 
Pasal 5 

Pemberian Bantuan Hukum diberikan kepada Pimpinan,  
Pegawai, dan/atau unit kerja di lingkungan BGN. 
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BAB III 
TATA CARA PEMBERIAN BANTUAN HUKUM 

 
Pasal 6 

(1) Pemberian Bantuan Hukum diberikan berdasarkan 

permohonan. 
(2) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

disampaikan secara tertulis kepada Biro yang paling 
sedikit memuat: 
a. identitas penerima bantuan hukum yang terdiri 

atas:  
1. nama lengkap;  
2. umur; 

3. NIP/NIK;  
4. tempat dan tanggal lahir;  

5. alamat;  
6. unit kerja;  
7. jabatan; dan  

8. nomor telepon/handphone.  
b. uraian singkat pokok Permasalahan Hukum. 

(3) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
disertai dengan dokumen yang relevan dengan 
Permasalahan Hukum yang dimohonkan. 

(4) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
dilakukan melalui elektronik dan/atau non elektronik. 

(5) Format permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat 
(2) tercantum dalam Lampiran I yang merupakan 
bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Badan ini. 

 
Pasal 7 

(1) Permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 

dilakukan verifikasi oleh tim pelaksana bantuan 
hukum. 

(2) Hasil verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
berupa: 
a. permohonan diterima; atau 

b. permohonan ditolak. 
(3) Dalam hal hasil verifikasi berupa permohonan diterima 

sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf  a, tim 

pelaksana bantuan hukum menindaklanjuti 
permohonan bantuan hukum. 

(4) Dalam hal hasil verifikasi berupa permohonan ditolak 
sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, tim 
pelaksana bantuan hukum mengembalikan berkas 

permohonan disertai dengan penjelasan mengenai 
alasan penolakan. 

(5) Permohonan ditolak sebagaimana dimaksud pada ayat 
(4) dalam hal:  
a. Permasalahan Hukum pemohon tidak berkaitan 

dengan pelaksanaan tugas dan fungsi BGN; 
b. pemohon mengajukan gugatan kepada BGN baik 

dalam perkara perdata maupun tata usaha negara; 

c. pemohon berstatus sebagai tersangka/terdakwa 
berkaitan dengan tindak pidana khusus; 
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d. pemohon tidak beritikad baik dan tidak kooperatif 
dalam menyediakan data/dokumen yang relevan 

dengan pokok perkara; dan/atau 
e. pemohon sudah diberhentikan dengan hormat atas 

permintaan sendiri sebagai pegawai maupun 

diberhentikan tidak dengan hormat sebagai 
pegawai. 

(6) Petunjuk teknis verifikasi sebagaimana dimaksud pada 
ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Kepala. 

 

BAB IV 
PELAKSANAAN PEMBERIAN BANTUAN HUKUM 

  

Bagian Kesatu 
Pemberian Bantuan Hukum Nonlitigasi 

 
Paragraf 1 

Umum 

 
Pasal 8  

Pemberian Bantuan Hukum nonlitigasi meliputi: 

a. konsultasi hukum; 
b. mediasi; dan 

c. penyusunan dokumen hukum nonlitigasi. 
 

Paragraf 2 

Konsultasi Hukum 
 

Pasal 9 
(1) Konsultasi hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 

8 huruf a diberikan dalam bentuk: 

a. penjelasan ketentuan peraturan perundang-
undangan; 

b. pendapat atau pandangan hukum; dan/atau 

c. saran penyelesaian Permasalahan Hukum. 
(2) Konsultasi hukum sebagaimana dimaksud pada ayat 

(1) dilakukan secara: 
a. tatap muka; 
b. daring; dan/atau 

c. tertulis. 
 

Pasal 10 
(1) Hasil konsultasi hukum sebagaimana dimaksud dalam 

Pasal 9 disampaikan secara lisan dan/atau tertulis. 

(2) Hasil konsultasi hukum sebagaimana dimaksud pada 
ayat (1) bersifat tidak mengikat dan tidak 
menggantikan kewenangan pengambilan keputusan 

pejabat yang berwenang. 
 

Paragraf 3 
Mediasi 

 

Pasal 11 
(1) Mediasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf b 

dilakukan untuk menyelesaikan Permasalahan Hukum 
nonlitigasi yang melibatkan 2 (dua) pihak atau lebih. 
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(2) Mediasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
dilaksanakan atas dasar persetujuan para pihak. 

 
Pasal 12 

(1) Mediasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 

dilaksanakan melalui tahapan: 
a. persiapan dan pengumpulan informasi; 

b. pemanggilan untuk pertemuan para pihak; 
c. fasilitasi perundingan; dan 
d. perumusan hasil mediasi. 

(2) Tahapan persiapan dan pengumpulan informasi 
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi 
penelaahan awal Permasalahan Hukum dan 

pengumpulan informasi terkait Permasalahan Hukum. 
(3) Tahapan pemanggilan untuk pertemuan para pihak 

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi 
penyampaian undangan dan penjadwalan untuk 
pelaksanaan pertemuan mediasi. 

(4) Tahapan fasilitasi perundingan sebagaimana dimaksud 
pada ayat (1) huruf c meliputi pemberian kesempatan 
kepada para pihak untuk menyampaikan 

kepentingannya serta upaya pencarian solusi bersama. 
(5) Tahapan perumusan hasil mediasi sebagaimana 

dimaksud pada ayat (1) huruf d meliputi penyusunan 
kesepakatan hasil mediasi dan pendokumentasian 
hasil mediasi. 

 
Pasal 13 

(1) Hasil mediasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 
ayat (5) dituangkan dalam berita acara dan/atau 
kesepakatan tertulis. 

(2) Dalam hal mediasi sebagaimana dimaksud pada ayat 
(1) tidak mencapai kesepakatan, para pihak dapat 
menempuh mekanisme penyelesaian lain sesuai 

dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 
(3) Format berita acara sebagaimana dimaksud pada ayat 

(1) tercantum dalam Lampiran II yang merupakan 
bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Badan ini.   
 

Paragraf 4 
Penyusunan Dokumen Hukum Nonlitigasi 

 
Pasal 14 

(1) Penyusunan dokumen hukum nonlitigasi sebagaimana 

dimaksud dalam Pasal 8 huruf c dilakukan untuk 
menyelesaikan Permasalahan Hukum nonlitigasi. 

(2) Dokumen hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

meliputi: 
a. surat atau pernyataan hukum; 

b. telaahan atau analisa hukum; 
c. pendapat hukum; 
d. nota dinas; dan/atau 

e. dokumen hukum lain sesuai kebutuhan. 
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Pasal 15 
(1) Dokumen hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 

14 disusun berdasarkan data yang diberikan penerima 
bantuan hukum dan ketentuan peraturan perundang-
undangan. 

(2) Penggunaan dan tindak lanjut hasil penyusunan 
dokumen hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1), 

menjadi tanggung jawab penerima bantuan hukum. 
 

Bagian Kedua  

Pemberian Bantuan Hukum Litigasi 
 

Paragraf 1  

Umum 
 

Pasal 16 
Pemberian Bantuan Hukum litigasi meliputi: 
a. perkara pidana; 

b. perkara perdata; dan 
c. perkara tata usaha negara. 
 

Paragraf 2 
Perkara Pidana 

 
Pasal 17 

(1) Pemberian Bantuan Hukum litigasi berupa perkara 

pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 huruf a 
diberikan kepada penerima bantuan hukum dalam 

tahap  pemeriksaan perkara pidana. 
(2) Penerima bantuan hukum sebagaimana dimaksud 

pada ayat (1) memperoleh bantuan hukum sampai 

putusan pengadilan berkekuatan hukum tetap. 
 

Pasal 18 

Bantuan hukum yang diberikan kepada penerima 
bantuan hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 

meliputi: 
a. pemberian nasihat hukum khususnya mengenai hak 

dan kewajiban penerima bantuan hukum dalam tahap 

pemeriksaan perkara pidana; 
b. pemberian konsultasi hukum yang berkaitan dengan 

materi tindak pidana;  
c. pemberian pemahaman tentang ketentuan hukum 

acara pidana yang harus diperhatikan oleh penerima 

bantuan hukum;   
d. koordinasi dengan unit kerja atau instansi terkait 

dalam menyiapkan materi untuk kepentingan 

kesaksian; dan/atau  
e. hal lain yang berkaitan dengan Pemberian Bantuan 

Hukum.  
 
 

 
 

 
 



- 8 - 

 

Paragraf 3 
Perkara Perdata 

 
Pasal 19 

(1) Bantuan hukum litigasi berupa perkara perdata 

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 huruf b 
diberikan kepada penerima bantuan hukum yang 

mendapatkan Permasalahan Hukum di bidang hukum 
perdata yang telah terdaftar dan/atau diproses melalui 
badan peradilan. 

(2) Penerima bantuan hukum sebagaimana dimaksud 
pada ayat (1) berstatus:  
a. penggugat/pemohon; atau  

b. tergugat/termohon. 
 

Pasal 20 
Bantuan hukum yang diberikan kepada penerima 
bantuan hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 

meliputi: 
a. pemberian konsultasi hukum dan pertimbangan 

hukum mengenai hak dan kewajiban penerima 

bantuan hukum dalam menghadapi Permasalahan 
Hukum; 

b. koordinasi dengan instansi terkait dalam menyiapkan 
administrasi perkara yang sedang ditangani; 

c. penyiapan surat kuasa khusus guna kepentingan 

beracara di pengadilan; 
d. penyiapan gugatan atau jawaban, replik, duplik, alat 

bukti, dan kesimpulan guna proses pemeriksaan di 
pengadilan tingkat pertama; 

e. pengajuan upaya hukum yang tersedia sebagaimana 

diatur dalam ketentuan peraturan perundang-
undangan; dan/atau 

f. hal lain yang berkaitan dengan Pemberian Bantuan 

Hukum pada perkara perdata. 
 

Paragraf 4 
Perkara Tata Usaha Negara 

 

Pasal 21 
(1) Bantuan hukum litigasi berupa perkara tata usaha 

negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 huruf c 
diberikan kepada penerima bantuan hukum yang 
mendapatkan Permasalahan Hukum bidang tata usaha 

negara yang telah terdaftar dan/atau diproses melalui 
badan peradilan. 

(2) Penerima bantuan hukum sebagaimana dimaksud 

pada ayat (1) berstatus: 
a. tergugat; atau 

b. pihak intervensi. 
(3) Perkara tata usaha negara sebagaimana dimaksud 

pada ayat (1) terkait dengan Keputusan Tata Usaha 

Negara di lingkungan BGN. 
 

Pasal 22 
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Bantuan hukum yang diberikan kepada penerima 
bantuan hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 

meliputi:  
a. pemberian konsultasi hukum dan pertimbangan 

hukum mengenai hak dan kewajiban penerima 

bantuan hukum dalam menghadapi Permasalahan 
Hukum; 

b. koordinasi dengan unit kerja atau instansi terkait 
dalam menyiapkan administrasi perkara tata usaha 
negara yang sedang ditangani; 

c. penyiapan dokumen terkait sebagai bahan bukti 
pemeriksaan persidangan di pengadilan;  

d. penyiapan surat kuasa khusus guna kepentingan 

beracara di pengadilan;  
e. penyiapan jawaban gugatan, duplik, alat bukti, dan 

kesimpulan guna proses pemeriksaan di peradilan 
tingkat pertama;  

f. pengajuan upaya hukum yang tersedia sebagaimana 

diatur dalam ketentuan peraturan perundang-
undangan; dan/atau 

g. hal lain yang berkaitan dengan Pemberian Bantuan 

Hukum pada perkara tata usaha negara. 
 

BAB V 
TINDAK LANJUT PUTUSAN PENGADILAN  

YANG TELAH BERKEKUATAN HUKUM TETAP 

 
Pasal 23 

Pelaksanaan putusan pengadilan yang telah berkekuatan 
hukum tetap diproses lebih lanjut oleh Biro sesuai dengan 
ketentuan peraturan perundang-undangan.  

 
Pasal 24 

(1) Dalam hal putusan pengadilan yang telah berkekuatan 

hukum tetap belum dapat dilaksanakan oleh BGN, Biro 
menyampaikan alasan kepada badan peradilan.  

(2) Penyampaian alasan sebagaimana dimaksud pada ayat 
(1) dapat dilakukan secara tertulis dengan 
menggunakan surat kuasa khusus. 

 
Pasal 25 

(1) Penerima bantuan hukum yang tidak terbukti 
melakukan tindak pidana berdasarkan putusan 
pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap, 

harus mendapatkan rehabilitasi berupa pemulihan hak 
dan/atau martabat yang bersangkutan. 

(2) Rehabilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), 

dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan 
perundang-undangan. 
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BAB VI 
KOORDINASI DAN KERJA SAMA  

BANTUAN HUKUM 
 

Pasal 26 

(1) Dalam Permasalahan Hukum bidang perdata dan/atau 
tata usaha negara, Biro dapat berkoordinasi dan 

bekerja sama dengan Jaksa Pengacara Negara. 
(2) Kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan 

perundang-undangan. 
 

Pasal 27 

Dalam memberi bantuan hukum, Biro dapat bekerja sama 
dengan akademisi/praktisi di bidang hukum maupun 

bidang ilmu lainnya, advokat, dan/atau lembaga bantuan 
hukum. 
 

BAB VII 
PEMBINAAN  

 

Pasal 28 
(1) Dalam rangka mengantisipasi, menghindari, dan 

mengatasi terjadinya Permasalahan Hukum dilakukan 
pembinaan bantuan hukum secara intensif dan 
berkesinambungan.  

(2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
dilakukan dalam bentuk penyuluhan, sosialisasi, 

pelatihan serta penyebarluasan informasi hukum dan 
peraturan perundang-undangan. 

(3) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

dilakukan oleh Biro. 
(4) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat 

melibatkan akademisi dan praktisi. 

 
BAB VIII 

PEMANTAUAN DAN EVALUASI  
 

Pasal 29 

(1) Biro melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap 
Pemberian Bantuan Hukum di lingkungan BGN.  

(2) Hasil pemantauan dan evaluasi sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada pejabat 
Pimpinan tinggi madya yang mempunyai tugas 

menyelenggarakan koordinasi pelaksanaan tugas, 
pembinaan, dan pemberian dukungan administrasi 
kepada seluruh unsur organisasi di lingkungan BGN 

selaku pengarah. 
(3) Hasil pemantauan dan evaluasi sebagaimana 

dimaksud pada ayat (2) disampaikan paling sedikit 2 
(dua) kali dalam 1 (satu) tahun atau sewaktu-waktu 
apabila diperlukan.  
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BAB IX  
PENDANAAN 

  
Pasal 30 

Pendanaan yang diperlukan untuk pelaksanaan 

Pemberian Bantuan Hukum bersumber dari Anggaran 
Pendapatan dan Belanja Negara. 

 
BAB X 

KETENTUAN PENUTUP 

 
Pasal 31 

Peraturan Badan ini mulai berlaku pada tanggal 

diundangkan. 
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Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan 

pengundangan Peraturan Badan ini dengan 
penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia. 
 

 
Ditetapkan di Jakarta 

pada tanggal 2 Maret 2026 
                   
KEPALA BADAN GIZI NASIONAL 

REPUBLIK INDONESIA, 
 
 

Œ 
 

          DADAN HINDAYANA 
 

Diundangkan di Jakarta 

pada tanggal                Д 
 

DIREKTUR JENDERAL 
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN 
KEMENTERIAN HUKUM REPUBLIK INDONESIA 

 
Ѽ 

 
DHAHANA PUTRA 

 
 

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2026 NOMOR        Ж  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

LAMPIRAN I  
PERATURAN BADAN GIZI NASIONAL 

REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 3 TAHUN 2026 
TENTANG 

PEMBERIAN BANTUAN HUKUM DI 
LINGKUNGAN BADAN GIZI NASIONAL 

 
FORMULIR PERMOHONAN BANTUAN HUKUM 

 
Yang bertanda tangan dibawah ini : 

 1. Identitas Pemohon 

Nama :  

Umur :  

NIP/NIK :  

Jenis Kelamin : P  /  L 

Tempat Tanggal Lahir :  

Unit Kerja :  

Nama SPPG :  

Jabatan :  

Alamat :  

Nomor Kontak  :  

 2.  Identifikasi Masalah 

Hari/Tanggal Kejadian :  

Waktu Kejadian :  

Tempat Kejadian :  

Permasalahan Hukum :  Kekerasan Fisik 

 Intimidasi 

 Ancaman 

 Penganiayaan 

 Pelecehan/Kekerasan Seksual 

 Wanprestasi 

 Gangguan Keamanan Operasional 

 Kejadian Menonjol (KM) 

 Lainnya : ___________________________________ 

Kronologi Singkat : 
(uraikan secara singkat permasalahan hukum yang dihadapi) 

Bantuan Hukum :  Konsultasi Hukum 

 Mediasi 

 Penyusunan Dokumen Hukum Non-Litigasi 

 Pendampingan Hukum Litigasi 

Dokumen/Bukti 

Pendukung :  

 

 (diharapkan melampirkan Dokumen/Bukti Pendukung)  

Demikian permohonan ini disampaikan, terima kasih. 
_________ , ________________ 

                          Hormat Saya 
 

 
__________________________
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LAMPIRAN II 
PERATURAN BADAN GIZI NASIONAL 

REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 3 TAHUN 2026 
TENTANG 

PEMBERIAN BANTUAN HUKUM DI 
LINGKUNGAN BADAN GIZI NASIONAL 
 

BERITA ACARA MEDIASI 

Nomor: _____________________ 

  

  

Pada hari ini_________, tanggal_____________, bertempat di ____________, telah 

dilaksanakan mediasi terkait dengan permasalahan tentang 

____________________________________________________________________  

__________________________________________________________________________     

Dalam hal ini, _______________bertindak selaku mediator di Badan Gizi Nasional 

berdasarkan Surat Penunjukan Kepala Badan No.______________ atas Permasalahan Hukum 

antara:  

_______________________, umur____ tahun, agama _____, pekerjaan ____, jabatan 

_______, 

alamat_____________________________________________________________________ 

untuk selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA 

DENGAN 

 ___________________, umur _____ tahun, agama ________, pekerjaan ___, 

jabatan____________,alamat ___________________________________________________ 

untuk selanjutnya disebut PIHAK KEDUA 

Bahwa proses mediasi yang ditempuh antara PIHAK PERTAMA dengan PIHAK KEDUA 

telah berhasil/gagal, dengan keterangan sebagai berikut: 

1.      _______________________________________________________________ 

2.      _______________________________________________________________ 

3.      _______________________________________________________________ 

4.      _______________________________________________________________ 

5.      _______________________________________________________________ 

  

  

Demikian Berita Acara Mediasi ini dibuat dan ditandatangani oleh saya, selaku mediator dan 

para pihak. 

  

Jakarta, ___________________ 

 

  

  

PIHAK PERTAMA 

  

  

PIHAK KEDUA 

  

 

MEDIATOR 

 
KEPALA BADAN GIZI NASIONAL  
REPUBLIK INDONESIA,  

 
ttd. 

 

DADAN HINDAYANA 
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